
SALINAN 

BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 1 1  ayat ( 1 )  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan pasal 104 ayat ( 1 )  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
paling lambat 6 {enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Landak Tah un Anggaran 2021 ;  



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

1 1 .  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 5515); 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 ) ;  



26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 1 3  Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310) ;  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2017 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1560); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 



34. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2011  Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pajak Sarang Bu rung Walet ( Lembaran 
Daerah Tahun 201 1  Nomor 6); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 20 1 1  ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 9); 

4 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 10); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 
2013 Nomor 25); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor 83); 



44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 74); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011  tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 92); 



51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10); 

52. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah 
Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak 
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584); 

53. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2016 Nomor 708). 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 
12) ; 

55. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 713) ;  

56. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 
Nomor 746); 

57. Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 
Nomor 751) ;  

58. Peraturan Bupati Landak Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 
Nomor 786). 



Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK 
dan 

BUPATI LANDAK 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah berupa laporan 
keuangan yang memuat : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; 
d. Laporan operasional; 
e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
f. Laporan perubahan ekuitas; dan 
g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf a, terdiri atas : 
a. Pendapatan Rp. 1.334.650.475.778,36 
b. Belanja Rp. 1.285.616.142.854,98 

SURPLUS Rp. 49.034.332.923,38 
C. Pembiayaan : 

Penerimaan Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan 

Rp. 
Rp. 

66.255.732.608,80 
1.000.000.000,00 



Pembiayaan netto Rp. 65.255.732.608,80 

Pasal 3 

rincian sebagai 

51.736.560.921,36 

1.282.913.914.857,00 
1.334.650.475. 778,36 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 51.736.560.921,36 dengan 

berikut: 
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan 
2. Realisasi 

Selisih Kurang 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp62.550.354.610,02 dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.348.166.497.465,00 
2. Realisasi Rp. 1.285.616.142.854,98 

Selisih Lebih Rp. 62.550.354.610,02 

3.150.000,80 

65.252.582.608,00 
65.255.732.608,80 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp37.914.270,58 dengan rincian sebagai 
berikut : 
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 
2. Realisasi 

Selisih Kurang 

c. 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  huruf b per 31  Desember 2021 sebagai berikut: 
a. jumlah aset Rp. 3.124.984.407.147,93 
b. jumlah kewajiban Rp. 23.249.389.835,48 
c. jumlah ekuitas dana Rp. 3.101.735.017.312 ,45 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31  Desember 2021 sebagai berikut : 



a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

saldo kas awal per Januari tahun 2021 
arus kas dari aktivitas operasi 
arus kas dari aktivitas investasi 
arus kas dari aktivitas Transitoris 
saldo kas akhir per 31  Desember 2021 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

66.256.097 .008,80 
246.773.674.593,38 

(198.739.341.670,00) 
34.496.142,00 

114.324.926.074,18 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  huruf g tahun anggaran 2021 
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan dan sub kegiatan; 
Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

Laporan operasional; 

Laporan perubahan ekuitas; 

Neraca; 

Laporan arus kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; 

Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 

1. Lampiran I 

Lampiran 1. 1  

Lampiran I.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 



11.  Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 

14. Lampiran XIV 

15. Lampiran XV 

15. Lampiran XVI 

17. Lampiran XVII 

18. Lampiran XVIII 

19. Lampiran XIX 

20. Lampiran XX 

Lampiran XX. I 

Lampiran XX.2 

21. Lampiran C.I 

22. Lampiran C.2 

23. Lampiran C.3 

Daftar penyertaan modal (investasi daerah); 

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; 

Daftar rekapitulasi aset tetap; 

Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan; 

Daftar rekapitulasi asset lainnya; 

Daftar dana cadangan daerah; 

Daftar kewajiban jangka pendek; 

Daftar kewajiban jangka panjang; 
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 
Ikhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 
!khtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 
lkhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 
Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 
Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Ringkasan Realisasi Penjabaran Apbd Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan 

Pasal 8 

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai penjelasan lebih rind dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tetapkan dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Ngabang 
Pada tanggal 28 Juli 2022 

PJ.BUPATI LANDAK, 

TTD 

SAMUEL 

Diundangkan di Ngabang 
Pada tanggal 28 Juli 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

TTD 

VINSENSIUS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINS! 

KALIMANTAN BARAT ( 2 / 2022 ) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP.19661128 99402 2 001 


